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BUPATI CILACAP 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR 1 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 111 TAHUN 2012 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ULP) KABUPATEN CILACAP  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CILACAP, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan 
bahwa Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi 

diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan 

pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa serta 

ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi 
dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala 

Daerah/Pimpinan Institusi;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia 

barang/jasa yang lebih efektif, efisien, dan transparan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka telah dibentuk 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah dengan 

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Cilacap; 

  c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan 

Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2011 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, maka yang semula tugas 

perumusan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan strategi 

di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tugas 

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap 
beralih menjadi tugas Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Cilacap, sehingga Peraturan Bupati Cilacap 

Nomor 111 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(ULP) Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap 

Nomor 111 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan 
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Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa 

Pemerintah Kabupaten Cilacap; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5748); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Nomor 134); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI CILACAP NOMOR 111 TAHUN 2012 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ULP) KABUPATEN 

CILACAP. 

 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten 

Cilacap Tahun 2012 Nomor 111) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan angka 2, angka 6, angka 10, angka 13, angka 16 Pasal 1 diubah, 

sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. 

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh  Barang/Jasa 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari 

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa. 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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2004 tentang Perbendaharaan Negara, atau Pejabat yang disamakan pada 

Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh 
Bupati untuk menggunakan APBD. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 

yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 
organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat 

pada unit yang sudah ada 

11. Kelompok Fungsional Pengadaan adalah sekumpulan Personil Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersertifikat keahlian pengadaan 

barang/jasa dan ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa 

pemerintah oleh Bupati. 

12. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja Pengadaan 

adalah Tim yang beranggotakan dari Personel Kelompok Fungsional 
Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk 

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP. 

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

14. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan 

penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. 

15. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti 

pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian 

pengadaan barang/jasa nasional.    

16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan 
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor  106 Tahun  2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

17. Tim teknis dan/atau tim ahli adalah tim yang mempunyai kemampuan 

memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi 

Barang/Jasa. 

 
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga secara keseluruhan 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 5 

 

(1) ULP merupakan organisasi non struktural di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah. 

(2) ULP dipimpin oleh Kepala ULP yang diangkat dari pejabat struktural eselon 
III di lingkungan Sekretariat Daerah atau Kepala Bagian Layanan 

Pengadaan Setda Kabupaten Cilacap. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala ULP berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
(4) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat kedudukan di Bagian 

Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Jalan Jenderal 

Sudirman Nomor 32 Cilacap Telepon (0282) 532324. 
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3. Ketentuan Pasal 8 huruf j dihapus, huruf n diubah, dan ditambahkan 2 huruf 

yakni huruf o dan huruf p, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut : 

 
Pasal 8 

 

ULP mempunyai tugas sebagai berikut  : 

a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK; 

b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website 

Pemerintah Kabupaten dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat 

serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan 

Nasional; 
d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau 

pascakualifikasi; 

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran 

yang masuk; 

f. menjawab sanggahan; 
g. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 

PPK; 

h. menyimpan dokuman asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja, 
Rancangan Kontrak dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan kepada PPK; 

j. dihapus; 

k. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP; 

l. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi 

informasi melalui LPSE (e-procurement); 
m. melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang 

telah dilaksanakan; 

n. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil 

Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati. 

o. mengelola Aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan yang 
mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan 

barang/jasa/daftar hitam penyedia; dan 

p. memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan pengadaan barang/jasa 

kepada PA/KPA. 
 

4. Ketentuan Pasal 22 huruf b diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 22 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 22 
 

Mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP ditentukan 

sebagai berikut : 

a. SKPD yang merencanakan Pengadaan Barang/Jasa menyerahkan 
Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan oleh SKPD bersangkutan 

kepada ULP melalui Sekretaris dengan dilampiri : 

1. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen yang sah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari masing-masing kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh PPK dan telah 

disahkan oleh PA/KPA; 

3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari masing-masing kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh PPK dan telah disahkan 
oleh PA/KPA; 

4. Jenis dan spesifikasi kegiatan yang dituangkan dalam Keputusan PPK 

dan telah disahkan oleh PA/KPA; 
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5. Gambar yang telah disahkan oleh PA/KPA untuk kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa yang memerlukan gambar; 

6. Khusus untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dilampiri dengan 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK dan telah mendapat 
pengesahan dari PA/KPA; 

b. Kepala ULP setelah menerima dokumen rencana kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa dari SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya 

membuat Surat Perintah Tugas kepada Pokja Pengadaan untuk 

melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan jenis 
barang/jasa yang dibutuhkan dan direncanakan oleh SKPD melalui 

Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Setda 

Cilacap.   
 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 
 

 Ditetapkan di Cilacap 

 pada tanggal 5 Januari 2017       
 

WAKIL BUPATI  CILACAP, 

 

 

 
AKHMAD EDI SUSANTO 

 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal 5 Januari 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 

ttd 
SUTARJO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 1 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI CILACAP  

NOMOR 1 TAHUN  2017 

TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN 

(ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH 

KABUPATEN CILACAP 

 
BAGAN ORGANISASI 

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

KABUPATEN CILACAP 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKIL BUPATI  CILACAP, 
TTD 

AKHMAD EDI SUSANTO 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal 5 Januari 2017 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP 

TTD 

SUTARJO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 1 

KEPALA ULP 

SEKRETARIAT 

  

KELOMPOK  KERJA 

PENGADAAN 

KELOMPOK 

FUNGSIONAL  
PENGADAAN  


